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 Abstract: This research analyzes the process of development in the 
region that takes place quickly and basically has made progress along 
with regional autonomy which is oriented towards accelerating 
development, community service approaches, justice and equitable 
distribution of development results in its implementation, in addition to 
generating significant progress in improving the wheels of development 
On the other hand, there are still many fundamental problems that need 
serious attention, one of which is the impact caused by the exploitation of 
natural resources that are not environmentally friendly, namely the 
emergence of environmental pollution and destruction. Environmental 
deforestation allegedly caused by the impact of exploitation of natural 
resources for development both on government policies, as well as in the 
interests of human activities, as well as processing companies that are 
less controlled, less concerned about environmental sustainability, are 
not environmentally friendl. 
 
Abstrak: Penelitian ini menganalisis proses  pembangunan di daerah 
yang berlangsung dengan cepat dan pada dasarnya telah mengalami 
kemajuan  seiring dengan otonomi daerah yang berorientasi pada 
percepatan pembangunan, pendekatan   pelayanan masyarakat, 
keadilan dan pemerataan hasil hasil pembangunan dalam 
pelaksanaannya, selain menghasilkan kemajuan yang cukup 
signifikan dalam meningkatkan  roda pembangunan, dilain sisi masih 
banyak permasalahan yang mendasar yang perlu perhatian 
penanganan serius, salah satunya  dampak yang ditimbulkan akibat 
eksploitasi sumber daya alam  yang tidak ramah lingkungan, yaitu 
timbulnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan. Terjadinya 
deporestasi lingkungan yang diduga  akibat dampak eksploitasi 
sumber daya alam untuk pembangunan baik atas kebijakan 
pemerintah, maupun  untuk kepentingan yang dilakukan oleh 
kegiatan manusia, maupun pengolahan pihak perusahaan yang 
kurang terkendali,  kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan, 
tidak ramah lingkungan. 
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Terjadinya deporestasi lingkungan yang terjadi dibelahan bumi, yang diduga  akibat 
dampak eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh kegiatan manusia, maupun 
pengolahan pihak perusahaan yang kurang terkendali, yang kurang peduli terhadap 
kelestarian lingkungan. Atas pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah 
lingkungan, maka dapat dipastikan akan menimbulkan berbagai permasalahan 
lingkungan baik dari segi kuantitas maupun kuaitas lingkungan. Berbagai bencana 
datang silih berganti, memprokorandakan permukiman dan perumahan penduduk, 
dan merusak tatanan ekosistem lingkungan sebagai sumber hidup kehidupan manusia 
dan mahluk hidup lainnya, telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan 
lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan manusia di alam semesta 
(Soetrisno, 2002). 
Pasal (22)“Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).” 
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai  instrumen yuridis yang 
memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk 
mencegah penyusutan dan kemerosotan mutu lingkungan. Hukum lingkungan hidup 
adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pada ilmu hukum, dengan 
objek hukumnya (Qamar & Djanggih, 2017) adalah tingkat perlindungan sebagai 
kebutuhan hidup. Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan 
penegakan atau compliance and enforcement, yang meliputi bidang hukum 
administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana (Santoso & Quina, 
2014) 
Salah satu instrumen lingkungan yang menjadi bumeran bagi dunia usaha, dan unsur 
pemerintah, yaitu kebijakan dalam pemberlakuan penyusunan dokumen/kajian 
Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha kegiatan yang diduga akan 
menimbulkan dampak besar maupun dampak penting, sebagaimana yang diatur dan 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006, yang 
telah diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 
tentang Jenis Usaha kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL. Penegakan 
hukum dalam Undang-Undang Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH),meliputi bidang: a). penegakan hukum administrasi; b). penegakan hukum 
perdata; dan c). penegakan hukum pidana (Sabarda, 2014). 
Santoso (1996), mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan (environmental 
enforcement) harus dilihat sebagai sebuah alat, tujuan, penegakan hukum lingkungan 
yang diharapkan melalui  penataan (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan 
daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan 
kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku 
mutu limbah atau emisi. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak 
lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal 
instrumen pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam 
perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu 
dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan 
konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. 
Handoko (2003), pengawasan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan- 
tujuan organisasi dan manajemen tercapai, yang berkenaan dengan cara car membuat 
kegiatan kegiatan sesuai yang direncanakn. Untuk maksud tersebut kata “menjamin “ 
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tidak akan terjadi dampak pencemaran dan pengrusakan lingkungan maka diperlukan 
“perlindungan” dalam bentuk instrument “izin lingkungan”, sehingga perlu 
dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna  “menjamin “ kepastian sebagai landasan 
pemamfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dalam mendukung pembangunan 
berkelanjutan.Hal tersebut diatur dalam pasal  67 tentang Hak dan kewajiban, dimana 
bunyi pasal 67, 
“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 
mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.”  
Untuk mengimplementasikan dan meng-sinergikan berbagai ketentuan hukum, baik 
hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana, yang tertuang dalam 
Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera bagi si pelanggar, 
juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa 
pentingnya memelihara, menjaga, dan melestarian ekosistem lingkungan hidup, demi 
kehidupan generasi masa kini dan masa depan. 
Masyarakat merupakan bagian terpenting dan titik sentral dalam mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan, dimana masyarakat (manusia), selain subyek 
pembangunan, manusia juga menjadi obyek penggerak pembangunan dan sekaligus 
sebagai biang keladi terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
a. Pengertian Dampak lingkungan, 
Menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa “Dampak “ Lingkungan  adalah 
pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan 
atau kegiatan. Sedang Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup  
yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Mengingat 
kegiatan kegiatan pembangunan pada umumnya mengubah bentuk dan bentang alam 
dengan memperhatikan komponen -komponen yang perlu dipertahankan dan dijaga 
serta dilestarikan keberadaanya agar berkelanjutan dalam fungsinya. Menurut Otto 
(2001), Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. 
Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, kimkia, fisik maupun biologi. Ada 2 Jenis 
dampak terhadap pembangunan, yaitu (a). Dampak Pembangunan terhadap 
lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan 
yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan. (b). Dampak pembangunan 
terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan  yang diperkirakan 
akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya 
pembangunan tersebut. Dalam artian lingkungan tetap mengikuti perkembangan dan 
perubahan dari akibat kemajuan pembangunan, akibat aktivitas manusia maupun 
bidang industri. Selain itu  dampak sosial-Non fisik, sangat rentan terhadap kondisi 
lingkungan dimana masyarakat berakivitas, yang apabila tidak diikuti dengan 
pengelolan lingkungan yang baik maka cepat atau lambat akan menimbulkan dampak 
berupa permukiman kumuh, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berelaborasi 
terhadap jangkitan penyakit menular. 
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Seiring dengan penyelenggaraan pemerintahan yang luas, nyata dan bertanggung 
jawab, pemamfaatan sumber daya alam merupakan salah satu potensi yang perlu 
digali, dioptimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, 
penting dipahami bahwa potensi sumber daya alam memiliki keterbatasan daya 
dukung dan daya tampung dalam mendukung kelangsungan ekosistem, kehidupan 
manusia dan mahluk hidup lainnya. Dalam artian perlu perlindungan, pengendalian 
dalam pemamfaatannya agar dalam menggerakkan roda pembangunan nasional 
maupun pembangunan daerah, agar berkesinambungan dan memberikan asas 
mamfaat. Disinilah perlunya kebijakan, dalam bentuk peraturan perundang, kearifan 
lokal dalam bentuk  kaidah hukum yang mengatur, menata, yang harus ditaati oleh 
semua pihak dalam masyrakat. 
Undang Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan suatu keputusan publik untuk menata, 
mengatur agar dalam implementasinya tidak menimbulkan dampak dampak maupun 
kerusakan lingkungan yang tidak dikehendaki.Pembangunan sarana dan prasarana 
yang digalakkan pemerintah  dengan pertimbangan untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya memberikan konstribusi dampak terhadap 
kelangsunganpembangunan.Pada tahapan tersebut diperlukan kajian, identifikasi 
dampak potensial.   
Menurut Suharto (2006), Kebijakan Publik, adalah tindakan Pemerintah yang 
berwenang, atau tindakan yang sengaja dibuat dan di implementasikan oleh badan 
pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk 
melakukannya. Perwujudan hukum sebagai sarana pembangunan muncul dalam 
bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang kehidupan. 
Maka salah bentuk kebijakan yaitu “Izin”  sebagai salah satu instrument sangat 
diperlukan dalam hal melaksanakan suatu kegiatan pada suatu lokasi yang menurut 
sipatnya, peruntukkannya, yang diduga akan menimbulkan dampak- dampak 
pengrusakan dan pencemaran lingkungan. Disinilah pentingnya “izin Amdal ” yang 
dikandung maksud sebagai bahan evaluasi dan mencermati ruang kegiatan sehingga 
fungsi ekosistem pada ruang kegiatan pembangunan  dapat terlindungi dari kondisi 
yang tidak diinginkan 
Sejalan dengan ketentuan Pasal 36 UUPPLH, menetapkan bahwa “setiap usaha 
dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 
(AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL) wajib memiliki izin lingkungan.” Yang diterbitkan berdasarkan 
keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
UUPPLH atau rekomendasi UKL-UPL. Selain itu, untuk menjamin asas kelestarian, 
maka dalam setiap Izin lingkungan wajib mencantumkan “ persyaratan “ yang dimuat 
dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Yang salah 
satu persyaratan tersebut ialah menjaga timbulnya pencemaran dan pengrusakan 
lingkungan. Untuk mengantisipasi timbulnya dampak potensial, perlu dilakukan 
identifikasi segenap dampak (primer, sekunder, dll) yang secara potensial yang akan 
timbul akibat adanya rencana usaha dan kegiatan pembangunan. Dampak penting 
hipotetik tersebut dirumuskan melalui 2 (dua) tahapan, pertama, segenap dampak 
penting dikelompokkan menjadi beberapa kelompok menurut keterkaiatnnya, kedua, 
dampak penting yangb berkelompok diurut berdasarkan kepentingannya.           
b. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development) 
5 | Jurnal Sosio Sains, 4 (1), 2018, pp. 1-13 
 
Keberlanjutan (sustainable) secara umum berarti  kemampuan untuk menjaga dan 
mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem yang terkit dengan 
sistem hayati , dimana dalam pemahaman ekologi keberlanjutan diartikan sebagai 
kemampuan eksoistem menjaga dan mempertahankan  proses, fungsi, produktivitas 
dan keanekaragaman ekologis pada masa yang akan datang. Pada prinsipnya 
pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan agar pemanfaatan sumber daya alam 
dipertahankan utamanya dari segi kuantitas maupun kualitasnya, kepunahan dari  
habitatnya, agar biota endemik dapat lestari sesuai dengan fungsi ekosistem. Dalam 
berbagai konteks kepentingan pengertian berkelanjutan (sustaibility) menjadi 
kompleks terkait dengan keragaman sistem kehidupan manusia dan mahluk hidup, 
baik yang terkait dengan karateristik lingkungan hayati, lingkungan fisik. Menurut 
Tjokrowinoto (2007), menyebutkan bahwa sustainable development diwujudkan 
melalui keterkaitan (interlinkages) yang tepat antara alam, aspek sosio- ekonomis, dan 
kultur. Menyadari adanya batas- batas pemanfaatan sumber alam dan batas 
kemampuan biosphere untuk dapat menyerap kegiatan manusia, meskipun melalui 
penguasaan tehnologi dapat menjadi bersifat relatif. Sustainability development 
bukanlah hal situasi harmoni yang tetap dan statis, akan tetapi merupakan suatu 
proses perubahan dimana, eksploitasi sumber alam, arah investai, orientasi 
perkembangan tehnologi, perubahan perkembangan konsisten dengan kebutuhan 
pada saat ini dan dimasa datang. 
Untuk memaknai maksud tersebut, menurut (Rudito, Budimanta, & Prasetijo, 2004). 
menyebutkan dalam proses pembangunan berkelanjutan perlu diperhatikan prinsip 
prinsip dasar, meliputi; 
1) Diperlukan cara berpikir integratif, terpadu dalam menyikapi kompleksitas 
pembangunan  antar interaksi dari berbagai aspek sosial ekonomi dan budaya, 
Keterpaduan pola tindak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan pembangunan.  
2) Perspektif jangka panjang, dengan maksud dalam proses pelaksanaan 
pembangunan terlaksana keterpaduan tujuan, dengan pertimbangan bahwa 
dengan keterbatasan daya dukung dan daya tampung sumber daya alamn, sertiap 
langkah pembangunan agar mempertimbangkan kondisi masa depan (jangka 
panjang) generasi yang akan datang termasuk dampak yang akan ditimbulkan.  
3) Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, bahwa eksistensi 
perkembangan dan perubahan keanekaragaman hayati sangat ditentukan dengan 
pelestarian plasma nutfah dimana perkembangan mahluk hidup biotik maupun 
abiotik sangat tergantung dengan kondisi ekositem lingkungan, dalam artian 
bahwa dengan  dukungan ekosistem lingkungan hidup yang memadai dan sesuai 
dengan peruntukkannya, maka keberlangsungan biota laut,  flora dan fauna akan 
lestari yang ditunjang  beberapa hal, antara lain melalui distribusi keadilan sosial 
ekonomi, sangat mempengaruhi keberkanjutan pembangunan dengan maksud 
bahwa pengaruh sosial ekonomi sangat menetukan nasib pembangunan yang akan 
datang. Dimana suatu kondisi masyarakat kondisi sosial ekonomi-nya sangat 
rendah, maka dapat dipastikan tingkat kelestarian, fungsi lingkungan  hidup akan 
mengalami penurunan, pence maran maupun pengrusakan. 
 
Selanjutnya menurut Dajajadiningrat (2004) dalam mendukung proses pembangunan 
berkelanjutan, faktor faktor berpengaruh yang perlu diperhatikan yaitu; 
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a. Kondisi sumber daya alam pada wilayah tersebut, utamanya sumber daya alam 
yang tidak dapat diperbaharui (unrenawbility), memiliki tingkat kerentangan 
maupun dampak yang sulit untuk dilakukan pemulihannya. 
b. Kualitas lingkungan pada suatu daerah sangat menentukan tingkat pembangunan 
yang akan dilakukan pemerintah. Dalam artian semakin baik kondisi SDA suatu  
daerah, semakin berpeluang meningkat potensi devisa pendapatan daerah dalam 
menunjang pembangunan, dan sebaliknya semakin rusak SDA, maka semakin sulit 
untuk melakukan pembangunan dengan baik, dimana memerlukan biaya, waktu 
dan tenaga maupun kebijakan yang sangat rumit. 
c. Faktor kependudukan, semakin tinggi angka kependudukan (miskin) maka 
semakin bersar peluang terjadi kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan 
maupun alih fungsi lahan dapat terjadi. 
                           
Menurut  Otto Soemarwoto (2004), menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan 
perlu dukungan beberapa faktor antara lain; (1).terpeliharanya proses ekologi yang 
esensial, (2).tersedianya sumber daya yang cukup, (3).lingkungan sosial- budaya dan 
ekonomi yang sesuai, menurutnya ketiga  faktor tersebut mengalami dampak dari 
pembangunan, melainkan mempunyai dampak atas keterlanjutan pembangunan. 
Penngelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan harus didasarkan pada konsepsi 
yang lebih luas yang mencakup dampak lingkungan terhadap proyek, yang sudah 
beroperasional dan perencanaan dini lingkungan untuk daerah yang mempunyai 
potensi besar untuk pembangunan. Menurut Graham Haughton (1994), pada 
prinsipnya ada 3(tiga) dasar pembangunan berkelanjutan meliputi; 
1. Kesetaraan antar generasi kini dan yang akan datang, 
2. Keadilan sosial 
3. Tanggung jawab 
Dari ketiga prinsip yang diutarakan di atas, menunjukkan bahwa perhatian 
pembangunan yang dilakukan masa kini, bukan berarti melakukan eksploitasi “ habis” 
dalam pemenuhan kebutuhan, dan peningkatan, pertunbuhan ekonomi semata, 
melainkan ada upaya, ada kebijakan, ada kemauan besar, ada komitmen secara 
konsisten, ada tanggung jawab serta adanya kepedulian yang lahir dari lubuk hati 
untuk memikirkan kondisi masa datang, generasi / anak cucu kita dengan harapan 
bahwa apa yang mereka butuhkan dalam pemenuhan hidup dan kehidupan, apa 
dibutuhkan oleh keberadaan plora dan fauna, manusia dan mahluk hidup lainnya, 
berada dalam suatu ekosistem, ekualibrum yang seimbang, tersedia dalam keadaan 
normal.  
Demikian pula pada prinsip kedua, mengingatkan kita bahwa dalam melakukan 
aktivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, agar bijak mencermati 
perlakukan alam sekitar, dengan maksud kondisi yang terjadi hari ini, bukan menjadi 
beban dengan meninggalkan dampak- dampak ekologi yang menyebabkan 
pencemaran dan pengrusakan sumber daya, yang pada gilirannya menjadi masalah 
sosial bagi masyarakat, seperti munculnya wabah penyakit, penggundulan hutan, 
illegal logging, yang berdampak terjadi erosi, longsor dan banjir. Atas masalah tersebut 
kiranya menjadi kewajiban, tanggung jawab kita semua untuk menjaga, memelihara, 
melestarikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan agar dalam 
pemamfaatannya lebih manusiawi. 
Selanjutnya Munasinghe (1993), memberikan gagasan yang lebih kongkrit 
menyebutkan ada 3 pilar pokok dalam pembangunan berkelanjutan agar terwujud 
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sinergitas, meliputi (1) pilar ekonomi yang pokus terhadap pertumbuhan ekonomi, 
efisiensi dan stabilitas, (2) pilar sosial meliputi unsur pemberdayaan masyarakat, 
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan maupun keikutsertaan 
masyarakat dalam memberikan warna keputusan yasng berhubungan dengan hidup 
dan kehidupan lokal yang akan mereka lakukan, (3) pilar lingkungan, pokus pada 
sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan pencemaran. Lebih lanjut disebutkan 
bahwa unsur /pilar ekonomi yang dielaborasi sebagai unsur penggunaan, 
pemamfaatan sumber daya alam secara bijak dengan mendorong sektor ekonomi lokal 
sebagai basis pertumbuhan serta memperhatikan kearifan lokal yang tumbuh 
berkembang ditengah masyarakat setempat. 
 
c.  Peran Serta Masyarakat  
Keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan asas yang esensial dalam 
pengelolaan lingkungan yang baik (good environmental governance), terutama didalam 
prosedur administratif perizinan lingkungan sebagai instrumen pencegahan 
pencemaran lingkungan, Kemudian akan ditindaklanjuti dengan Teori Terapan 
(applied theory) yaitu tentang teori penegakan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri 
Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Pedoman Keterlibatan 
masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan, dengan maksud masyarakat 
dapat; a). Pemberian informasi yang transparan dan lengkap, b).kesetaraan posisi 
diantara pihak pihak yang terlibat, c). Penyelesaian masalah yang bersipat adil dan 
bijaksana, d). Koordinasi komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak pihak terkait. 
Keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal melalui proses 
pengumuman penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi 
publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilaian Amdal, merupakan 
pola pendekatan dan kemitraan agar aspirasi, keluhan, saran yang berhubungan 
dengan eksistensi pihak pihak pengelola sumber daya alam, atau yang akan 
memafaatkan potensi sumber daya pada wilayahnya, secara dini memahami, 
mengetahui posisi dan status maupun kewenangan masing masing. Untuk maksud 
tersebut dalam pengikutsertaan masyarakat bertujuan untuk mengantisipasi 
terjadinya keresahan, gejolak sosil dan propokasi yang setiap saat dapat saja dihasut, 
yang berujung pada penghambatan kegiatan operasional lapangan. Salah satu manfaat 
positif keterlibatan atau peran serta masyarakat antara lain; 
a. Mendapatkan informasi  mengenai rencana usaha /kegiatan yang berdampak 
penting terhadap lingkungan sekitarnya. 
b. Dapat menyampaikan saran, pendapat dan atau tanggapan atas rencana usaha 
kegiatan yang akan dilaksanakan. 
c. Masyarakat secara aktif dan terlibat langsung dalam proses pengambilan 
keputusan atas  rencana usaha kegiatan tersebut, sehingga diharapkan ada rasa 
memiliki dan tanggung jawab yang sama dan seimbang. 
 
Menurut Sedarmayanti (2012), Pemberdayaan masyarakat yaitu menumbuh 
kembangkan nilai tambah ekonomi, juga nilai tambah sosial dan  budaya, dimana 
masyarakat  memiliki kekuatan yang bila digali dan disalurkan  akan berubah menjadi 
energi besar untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Selanjutnya disebutkan 
bahwa cara menggali dan mendayagunakan sumber daya yang ada dimasyarakat 
faktor penting  adalah bagaimana mendukung masyrakat pada posisi  sebagai pelaku 
(subyek pembangunan) yang aktif, bukan hanya penerima hasil yang pasif, yang 
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mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi  
kekuatan kepada masyarakat. 
 
d. Izin Lingkungan  
Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan 
dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan oleh masyarakat, Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan: “Izin Lingkungan adalah 
izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan 
yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 
Dalam Pasal 40, Undang-Undang nomor 32/2009, tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa: 
Ayat (1)“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan ” 
Ayat (2) “ Dalam Hal Izin Lingkungan dicabut, Izin Usaha dan atau kegiatan dibatalkan. 
Ayat (3)”Dalam hal usaha dan atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab 
usaha dan atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungan.  
Dalam artian bahwa untuk menjaga, memelihara dan melestarikan fungsi lingkungan, 
diperlukan langkah preventif, berupa kebijakan “pro enveroment” menciptakan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh 
izin usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau kegiatan tersebut diterbitkan 
oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan”. Pada kenyataan 
menunjukkan bahwa hampir semua  pemerintah Kabupaten/ Kota “tidak” menjadikan 
pasal 40 ini sebagai “dasar pertimbangan “ dalam merekomendir  pelayanan izin 
usaha/ kegiatan,artinya Izin HO, Izin SITu, Izin  prinsip terbit tanpa “rekomendasi” 
kelayakan (layak atau tidak layak usaha kegiatan tersebut dibangun. Pertimbangannya, 
bahwa dengan mengurus Izin Lingkungan memakan waktu lama,dan biaya besar, 
sehingga Bupati /Walikota, atau instansi terkait yang menerbitkan Izin usaha 
/kegiatan( seperti di atas) yang nyata nyata akan menimbulkan dampak besar maupun 
penting pembangunan, tidak mengindahkan pasal 40 UU Nomor 32 tahun 2009. 
Karena dianggap penghalang pembangunan. 
 
METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini diharapkan Amdal sebagai Instrument Lingkungan dalam 
pelaksanaannya tetap menjadi acuan dasar pijakan (Pasal 40 UU Nomor 32 tahun 
2009) sehingga  bagi setiap usaha dan atau kegiatan yang diduga akan menimbulkan 
dampak besar dan penting terhadap kelangsungan pembangunan wajib memiliki 
Amdal, Metode Penelitian menggunakan metode : 
(a). Action Research (penelitian tindakan), menurut Sugiyono (2015), bertujuan untuk 
mengembang kan metode kerja yang paling efisein,untuk mengkaji tentang kelemahan 
dan kebaikan prosedur kerja, metode kerja, dan alat alat kerja yang 
digunakan.dievaluasi secara terus menerus dalam pelaksanaannya, Seperti mengubah 
situasi, yang dimaksudkan selama ini Amdal dianggap sebagai penghalang 
pembangunan. 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
A Peran  Amdal dalam pembangunan 
Menurut Otto Soemarwoto (2001) Amdal merupakan alat dalam perencanaan 
pembangunan harus mempunyai peran dalam pengambilan keputusan tentang suatu 
proyek yang sedang direncanakan. Artinya Amdal tidak banyak artinya apabila 
dilakukan setelah diambil keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. 
Dengan memaknai arti Amdal (UU.Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup), disebutkan  Amdal adalah kajian mengenai dampak 
penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
kegiatan.      
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang bertolak 
belakang dari azas tersebut, dimana suatu proyek daerah yang sudah direncanakan, 
bahkan sudah rampung pekerjaan fisiknya, barulah dokumen Amdal disusun, sehingga 
terkesan pekerjaan fisik tersebut tidak melanggar Undang-Undang yang 
dipersyaratkan, sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU Nomor 32 tahun 2009, dan 
pasal 1, UU Nomor 27 tahun 2010,  yang pada dasarnya  menurut hemat kami, ada 4 
peran mendasar yaitu  
a) Bahwa  Amdal dapat memberikan informasi tentang kajian akademik mengenai 
dampak dampak besar dan penting yang berkaitan dengan rencana pembangunan 
yang akan dilaksanakan.  
b) Memberikan alternatif/ solusi mengenai penanganan yang berhubungan dengan 
tehnologi yang ramah lingkungan sehingga pekerjaan fisik sedapat mungkin 
dampak dapat diminimalisir,  
c) Memberikan informasi layak tidak layak baik ditinjau dari segi ekonomi, bahwa 
rencana eksploitasi atau rencana pembangunan tersebut dampak mudaratnya jauh 
lebih besar dibanding azas manfaat (ekonomi) yang diperoleh atas kehadiran 
kegiatan usaha tersebut. Mengenai Amdal sebagai bahan untuk pengambilan 
keputusan pimpinan, sebenarnya dari segi kajian akademik “oleh sebagian 
pemerintah daerah” tidak menjadikan  syarat dan bahkan dianggap kurang effektif 
dalam mendukung percepatan pembangunan. 
Kebijakan pemerintah dalam rencana usaha /kegiatan itu, banyak menimbulkan 
dampak pembangunan secara sistimik, karena selain merusak ekosistem lingkungan, 
berupa banjir dan longsor, hilangnya, musnah plora pauna endemik, yang tidak kalah 
menariknya munculnya berbagai penyakit menular yang sebelumnya tidak diprediksi 
dampaknya, hancurnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai urat 
nadi perekonomian daerah. Bahwa dengan menurunnya kuantitas dan kualitas 
lingkungan hidup dapat disebutkan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan 
pembangunan, yang dapat mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan 
mahluk hidup lainnya. 
Pemaknaan tersebut, tertuang dalam Pasal 40, ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2009, yang mengisyaratkan “Koordinasi antar sektor “ dimana 
disebutkan bahwa “Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin 
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usaha dan atau kegiatan lain, dan selanjutnya pada Ayat (2), Izin lingkungan batal, 
maka izin usaha dan atau kegiatan lain dibatalkan. Jelas, pada kenyataannya masih 
ditemukan berbagai kebijakan sektor, menerbitkan Izin (yang berdampak besar/ 
penting) tidak didahului oleh Izin lingkungan, dalam hal ini tidak hanya tentang teknis 
administrasi (prosedur, waktu dan biaya) sebagaimana dipahami oleh aparat 
pemerintahan selama ini, namun berkaitan dengan aspek substansi perizinan bidang 
lingkungan hidup itu sendiri.         
B. Implementasi Amdal dan Masalahnya 
Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, seyogianya kegiatan 
pembangunan yang dibangun (diprakarsai pemerintah daerah) secara transparan, dan 
bertanggung jawab memberikan informasi secara terbuka, dengan menyampaikan/ 
menuliskan secara umum yang mudah terbaca bahwa gedung ini/ kegiatan ini sesuai 
dengan peraturan yang ada, “sudah dilengkapi dengan Amdal, UPL-UKL), seperti 
dengan kegiatan papan proyek yang sudah lasim digunakan. Hal ini dikandung maksud 
dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum lingkungan anggapan tidak  “pilih kasih” 
jika proyek pemerintah terkesan di istimewakan “tidak perlu  ada ini, ada itu,” tapi 
yang perlu ditampilkan sehingga masyarakat “yakin”  sedangkan proyek pemerintah 
saja ada dokumennya, maka  pasti pihak lain  tunduk,  patuh terhadap perundangan 
yang berlaku.         
Mencermati ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan Amdal dalam 
kenyataannya sungguh banyak masalah dan benturan, yang menghendaki kebijakan 
Amdal perlu dikaji ulang, yang sebagian pemrakarsa (dunia usaha/ investor), 
menganggap persyaratan Amdal pada setiap usaha /kegiatan yang diwajibkan 
memiliki dokumen/ izin lingkungan sepertinya menghadapi dinding tembok yang sulit 
dijangkau,  pada satu sisi, Amdal, Upl-UKL adalah wajib sebagai acuan/ dasar untuk 
mendapatkan  izin lingkungan sebagai syarat mendapat izin usaha dan/atau kegiatan 
(sektoral).  
Pada pasal 36,ayat (1), berbunyi “ Setiap Usaha dan atau kegitan yang wajib memiliki 
Amdal atau UPL – UKL wajib memiliki Izin Lingkungan “ Begitu pentingnya instrument 
Amdal dan Izin Lingkungan  sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan , pada pasal 1, ayat (1), Izin 
Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan 
atau kegiatan yang wajib Amdal atau UPL-UKL dalam rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan atau 
kegiatan.  
Dengan data yang diperoleh menunjukkan bahwa usaha /kegiatan pembangunan di 
kota Palopo (untuk tahun 2005 – 2012), yang wajib menyusun dokumen Amdal –
UPL/UKL, sebanyak 24 Usaha/ kegiatan, namun yang menyusun, memiliki 
dokumen/izin lingkungan baru 4 unit, selebihnya baru sebatas SPPL (Surat Pernyataan 
Pengelolaan Lingkungan). Dimana pemilik usaha tidak diwajib menyusun dokumen 
seperti yang dipersyaratkan dalam AMDAL, UPL-UKL.Dari angka tersebut 
menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat dalam menyusun dokumen dimaksud 
masih relatif rendah, dengan pertimbangan biaya penyusunan Amdal, UPL-UKL relatif 
mahal, dan memakan waktu lama. 
Menurut Otto Soemarwoto, (2001) Masalah Amdal hanya merupakan dokumen formal 
yang sekedar untuk memenuhi ketentuan dalam perundangan, hanyalah pro forma 
setelah laporan Amdal didiskusikan dan disertujui, laporan tersebut disimpan dan 
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tidak digunakan lagi, laporan tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap 
perencanaan dan pelaksanaan proyek selanjutnya. Hal ini terjadi karena; (a).Amdal 
dilakukan terlambat sehingga tidak dapat lagi memberikan masukan untuk 
pengambilan keputusan dalam proses perencanaan. (b). Tidak ada pemantauan dan 
pengawasan intensif dari instansi berwenang. (c). Amdal disalahgunakan untuk 
membenarkan diadakan suatu proyek. 
Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Amdal dalam pelaksanaannya lebih dan 
sekedar pelengkap dokumen agar tidak berhadapan dan bermasalah  dengan hukum. 
Hal ini terjadi karena dokumen yang disusun oleh pihak penyusun (pemrakarsa 
proyek/ penanggung jawab proyek, usaha kegiatan ) memakan waktu yang cukup 
lama, dan dilain sisi umur proyek hanya 1 (satu) tahun atau paling lama 3(tiga) tahun- 
proyek pembangunan multi years.Anggaran penyusuanan Amdal paling kecil sebesar 
Rp 300 juta rupiah, dan bahkan sampai Miliyaran rupiah. Namun  seperti yang 
disinyalir Otto (2001) hanya pemborosan biaya, mubasir yang sipatnya merugikan 
keuangan negara/ daerah. 
C. Dampak Lingkungan terhadap pembangunan, 
Menurut Iman Soeharto (1990), Pada masa pembangunan kegiatan-kegiatan pisik 
infrastruktur yang mempunyai dampak terhadap lingkungan antara lain, 
(a).Pembebasan lahan /penyiapan lahan, akan menimbulkan dampak sosial, budaya, 
biologi, ekonomi, fisika dan kimia. Yaitu waktu kegiatan pembangunan pabrik dan 
prasarananya, seperti pembangunan pelabuhan, jalan dll dimana dalam kondisi 
tersebut  akan dilakukan pemindahan penduduk/ pengalihan mata pencaharian karena 
kehilangan sumber nafkah (b). Masa enginering dan Konstruksi, dimana dalam kondisi 
tersebut seyogianya pihak pelaksana kegiatan pmbangunan lebih memperhatikan 
lingkungan sekitar, (c) Penggunaan tenaga pendatang, yang dapat menimbulkan 
kecemburuan sosial dimana masyarakat lokal tidak digunakan dengan pertimbangan 
kurang trampil dll. 
Secara umum aspek lingkungan yang perlu diwaspadai yaitu terjadinya alih fungsi 
lahan, seperti berkurangnya areal pertanian, terjadinya perambahan hutan, 
permukiman kumuh akibat kurang tertatanya pelaksanaan pembangunan, yang 
berdampak terhadap erosi, banjir mayupun perubahan ekologi.   
Dari hasil survey yang dilakukan oleh beberapa pihak (hasil Laporan Lingkungan 
Hidup Indonesia, (2009) menunjukkan keprihatinan masyarakat terhadap kondisi 
lingkungan ditinjau dari berbagai segi, utamanya Survey yang dilakukan Walhi, 
menyebutkan ada 4 (empat) masalah besar yang dihadapi Ibukota, (a) masalah 
persampahan (40,5 %) pencemaran udara (37,5 %), kemacetan lalu lintas (34,7 %)  
dan banjir (24,5%). Sedang potret nasional dan lokal,  bahwa dalam pengelolaan tata 
kelola lingkungan ada 3 paktor besar yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu; 
1. Masalah pencemaran air, banjir dan kekeringan akibat alih fungsi lahan, hadirnya 
perusahaan yang kurang ramah lingkungan. 
2. Masalah kota dimana tingkat kebersihan, sampah padat, sampah cair, limbah dan 
kualitas udara yang diakibat dampak  kekumuhan, buruknya sanitasi dll. 
3. Kondisi hutan mengalami degradasi lingkungan, kebakaran hutan dimana-mana, 
pembalakan liar,(ilegal loging) yang menyebabakan erosi, longsor dan banjir) yang 
merusak hasil hasil pembangunan infrastruktur, korban manusia dan mahluk 
hidup lainnya. 
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4. Timbulan sampah yang kurang terurus, berdampak pada pencemaran air, udara 




Untuk mengantisipasi timbulnya dampak besar dan penting yang dapat menimbulkan 
pencemaran dan pengrusakan lingkungan, dan dapat menimbulkan korban jiwa, harta 
benda maupun pembangunan infrastruktur, perlu langkah kongkrit dan upaya 
pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan “pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan” melalui; 
1. Penerapan kebijakan Amdal, UPL-UKL, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam 
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, dan Permen LH Nomor 5 tahun 2012 tentang Jenis Usaha  dan 
atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal. 
2. Perlunya dilakukan sosialisasi terpadu, tentang  Amdal, UPL-UKL, bagi masyarakat, 
utamanya pihak pelaksana/pemrakarsa, penanggung jawab kegiatan proyek 
pembangunan agar lebih awal merencanakan, mengsinkronisasikan dengan pihak 
perencana pembangunan untuk alokasi anggaran, maupun besaran biaya yang 
akan digunakan dengan melibatkan instansi terkait (Pengadilan, Kejari, Kepolisian, 
SKPD, Camat dan Lurah, dan pihak Gapensi,Askindo, dll) 
3. Mengupayakan biaya yang relatif terjangkau, dan waktu penyusunannya relatif 
singkat, sehingga Amdal, UPL-UKL dapat dijadikan acuan untuk  pengambilan 
keputusan  dalam pelaksanaan pembangunan, apakah usaha /kegiatan tersebut 
layak atau tidak layak untuk dilaksanakan pembangunannya.  
4. Pemerintah Daerah sebagai penggagas kebijakan, sebagai panutan dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seyogianya  usaha /kegiatan 
yang ( diprakarsai/ ditangani pemerintah daerah ) yang menurut peraturan 
perundangan yang berlaku seyogianya memiliki dokumen Amdal, UPL-UKL. Agar 
lebih awal menyiapkan sehingga tidak berhadapan dengan ranah hukum. 
5. Peningkatan pemantauan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang, untuk 
senantiasa melakukan koordinasi atas  usaha /kegiatan  yang harus, wajib 
memiliki Amdal, UPL-UKL. Sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 40 UU 
Nomor 32 tahun 2009. 
 
SARAN 
1. Instansi berwenang (BLHD), proaktif dan bersinergi dengan pihak perencana 
untuk mengalokasikan biaya penyusunan dokumen Amdal, (apabila pemerintah 
daerah bertindak sebagai pemrakarsa pembangunan ). 
2. Memberikan teguran, sanksi bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana yang 
dipersyaratkan dalam Undang-Undang /peraturan yang berlaku. 
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